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BAB III 
 

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA 
 
 

 
 

 
A. Proses Perumusan Pancasila 

 
Setelah mengalami kekalahan di mana-mana melawan tentara sekutu 

dalamperangAsiaPasifik,Jepang mengumumkanjanji k e p a d a  r a k y a t  Indonesia 

yaitu akan memberikan kemerdekaankelakkemudian hariketikaperang telah 

usai.P e m e n u h a n  janjiJ e p a n g  inidibuktikandengan 

dibentuknyaBadanPenyelidikUsaha-usahaKemerdekaanIndonesia(BPUPKI)  yangdalam  

bahasa  Jepang  disebut  Dokuritsu  

ZyunbiTioosakai.Badaninidibentukpadatanggal29April1945,namunbarudilantikpadatan

ggal28Mei1945danmulaibekerjaseharikemudian yaitu tanggal 29 Mei 1945.Sesuai 

dengan namanya BPUPKI mempunyai tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan kelak setelah Indonesia merdeka.Pertama kali yang dilakukan BPUPKI 

adalah menetapkan dasar falsafah Negara (Philosofische Grondslag) sesuai 

permintaan Dr. Radjiman Widiodiningrat selaku ketua BPUPKI. 

 
Terbentuknya BPUPKIi n i , bangsa Indonesia dapatsecara  sahmempersiapkan 

kemerdekaannya sehingga ada kebebasa tanpa adanya perasaan takut dan was-was 

dari bala tentara Jepang. Badan 

inimelakukantugasnyapertamakalipadatanggal29Mei1945denganmelakukan 

sidanguntukmendengarkanpidatoMr.Muh.Yaminyangmengutarakanlimaasas 

dasaruntukNegaraIndonesiaMerdeka. Kelima asas tersebut 

yakniperikebangsaan,perikemanusiaan, periketuhanan, peri kerakyatan, dan 

kesejahteraanrakyat. 

Setelahberpidato beliaumenyerahkanusultertulismengenai 

RancanganUUDRI.DidalamPembukaandariRancanganUUDtersebuttercantumrumusanli

maasasdasarnegarayangberbeda dengan yang disampaikan melalui 
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pidato,yaitusebagai berikut. 

a).KetuhananYangMahaEsa. 
 

b).Kebangsaan 
c). PersatuanIndonesia. 

 
d).RasaKemanusiaanyangadildanberadab. 

 
d).Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmah kebijaksanaan  dalam 

permusyawaratanperwakilan. 

e).KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 
 

Hari berikutnya tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan 

gagasan-gagasannya.Beliau mengemukakan terkait dengan paham yang dianut di 

dalam mendirikan negara.Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa ada beberapa 

teori paham negara, seperti berikut ini: (a) teori negara perseorangan (individualis), 

yaitu suatu negara yang disusun atas kontrak yang dilakukan oleh seluruh individu 

masyarakat (do contract social). Paham negara ini dikembangkan dari teori yang 

dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti : Thomas Hobbes, JJ Rousseau, Herbert 

Spencer, dll. Paham Negara seperti ini banyak terdapat di benua Eropa dan Amerika; 

(b) Paham negara kelass (Class Theory), yang mengajarkan bahwa negara adalah alat 

dari golongan atau kelass tertentu (kelass yang kuat/borjuis) untuk menindas kelass 

yang lain (kelass lemah/buruh). Teori ini dibangun untuk melawan teori negara 

perseorangan (kapitalis). Tokohnya antara lain : Marx, Lenin, Engel; (c) Paham negara 

integralistik, yang mengajarkan bahwa negara ditujukan untuk menjamin kepentingan 

seluruh masyarakat. Negara disusun dari semua golongan, kelompok unsur dan bagian-

bagian secara terpadu dalam suatu kesatuan yang utuh.Jadi yang terpenting menurut 

paham negara ini adalah penghidupan masyarakat seluruhnya, yakni suatu kehidupan 

yang mengatasi kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok maupun golongan. 

 

Selanjutnya padatanggal1Juni1945sidang BPUPKI gilirannya 

mendengarkan pidato  yang disampaikan Ir. Soekarno.Pada  pidatonyaIr. Soekarno 

juga mengemukakanlima

 dasarIndonesiamerdekayangrumusannyasebagaiberikut : 

1).KebangsaanIndonesia. 
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2).Internasionalisme,atauperikemanusiaan. 
 

3).Mufakat,ataudemokrasi. 
 

4).Kesejahteraansosial. 
 

5).Ketuhananyangberkebudayaan. 

Soekarno mengusulkan bahwa kelima dasar tersebut diberi 

nama“Pancasila”. Beliau mengatakan bahwa istilah tersebut atas saran salah 

seorang teman beliau seorang ahli bahasa.Usul tersebut diterima secara bulat 

oleh sidang BPUPKI.Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila yang 

diusulkan tersebut dapat dipadatkan atau diperas lagi menjadi tiga atau “Tri Sila” 

yang rumusannya adalah : 

1) Sosio Nasionalisme yaitu perpaduan dari Nasionalisme (Kebangsaan) 

dan Internasionalisme(perikemanusiaan) 

2) Sosio Demokrasi yaitu perpaduan dari Demokrasi dengan 

Kesejahteraan sosial 

3) Ketuhanan Yang Maha Esa 

Adapun jika tidak mau sila yang tiga, maka “Tri Sila” ini juga masih dapat 

diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yakni Gotong Royong. 

Secarasingkat,kemudianpadatanggal22Juni1945sembilantokoh 

anggotaBPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas 
 

pidatodanusul-usulmengenaiasasdasar Negarayangtelahdikemukakanpada sidang-

sidang BadanPenyelidik.Hasilnya tersusunlah PiagamJakarta,yang kemudian 

diterimabulat dalamsidang berikutnya,  tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakartaini

 berisi tentangRancanganPernyataan IndonesiaMerdeka

 danRancanganUUD,yangdidalamnyajugamemuatasasdasarnegara. 

Rumusannyasebagaiberikut: 

1).Ketuhanan,dengankewajibanmenjalankansyariatIslambagipemeluk- 

pemeluknya. 

2).Kemanusiaanyangadildanberadab. 
 

3).PersatuanIndonesia. 
 

4).Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam 

permusyawaratanperwakilan. 
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5).KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 
 

Pada tanggal  9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. Soekarno dan 

wakilnya Drs. Moh.Hatta.PPKI beranggotakan21 

orangtermasukketuadanwakil.Panitiainisangatpentingfungsinya,apalagisetelahpro

klamasikeanggotaannyadisempurnakan,sehinggabukanlagimerupakanbadanbuata

nJepanguntukmenerimahadiahkemerdekaandariJepang.SetelahJepangtaklukkepa

daSekutudan kemudian diucapkanProklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  

17Agustus1945badaninikemudianmemilikisifatnasionalIndonesia. 

 
Sehubungan dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepadaSekutu, 

para pejuang dan pemuda mendesak, supaya Ir. 

SoekarnodanDrs.Moh.Hattasecepatnyamemproklamasikan kemerdekaan 

Indonesiatanpa melalui rapat PPKI. Menurut kaum 

pemuda,PPKIadalahbuatanJepang.KalauproklamasidilakukanolehIr.SoekarnodanD

rs.Moh.HattaselakuketuadanwakilketuaPPKI,berartinegara Indonesia nanti buatan 

atau bantuan Jepang, 

besarkemungkinannantiakanditumpasataudiserangkembaliolehsekutu. Oleh 

karenanya,prokalamasi harus diucapkan atas nama bangsa Indonesia saja. 

Namundemikian, golongantua tidak sependapat 

apabilaProklamasiKemerdekaandilakukantanpadipersiapkansecara 

matang.Perbedaanpendapatantaragolongantuadangolonganmuda 

yangdimotoriolehSoekarni,ChaerulSaleh,AdamMalik,danlain-

lainmencapaipuncaknya. 

Demikianlah,menjelangpagiharitanggal16Agustus1945,Ir. 

SoekarnodanDrs.Moh.Hatta“diculik”olehparapemudadandibawake 

Rengasdengklok. Kedua tokohini baru dibebaskan, ketika 

Mr.AhmadSoebardjomenjemputkeRengasdengkloksehubungan 

denganadanyarapatPPKIuntukpersiapankemerdekaan.Kelompokpemuda  

memberikan  izin  dengan  jaminan  kemerdekaan  segera diproklamasikan. 

Pada tanggal 16 Agustus malam hari  sampai pagi,diselenggarakan 

rapat anggota PPKI di rumah Laksmana Maeda,dengan 

agendautamaialahpembuatan Teks Proklamasi 
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Kemerdekaan.Setelahrapat,teksProklamasiyangkonsepnyadibuatolehIr.Soekarno,

Drs.Moh.HattadanMr.AhmadSubardjokemudiandiperbaikidenganbeberapaperuba

han.Esoknya yakni padatanggal17Agustus1945jam10.00b e r t e m p a t  

dijalanPegangsaanTimur No.56.Ir.SoekarnodidampingiDrs.Moh.Hatta 

memproklamasikan KemerdekaanIndonesiaatas namabangsa Indonesia. 

Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, 

berartibahwabangsaIndonesiatelahmenyatakansecaraformal,baikkepada  dunia 

luar maupun kepada bangsa Indonesia itu sendiri,bahwamulaisaat 

itubangsaIndonesiatelahmerdeka, bebas untuk menentukan nasib sendiri. 

Proklamasimerupakantindakanpertama,ketentuan pertama,norma 

pertama, dan ketentuan pangkalnya tata hukum 

Indonesia.Proklamasiadapalingpertamadaripadaaturan-aturanhukumlainnya 

yangakanmenjadipangkalberlakunyaperaturanperund angan -

u nd an gan yan g b er laku d i  Ind on es ia .Dasarhukum 

proklamasitidakdapatdicari, karena ia merupakan dasar hukum yang pertama 

dan utama.Kekuatanberlakunyatergantungpadakekuatan 

dansemangatbangsaIndonesia. Proklamasi juga mengandun g art i  

lahirnyanegaraIndonesia. 

Menurut MuhamadYamin, proklamasi kemerdekaan adalah 

sumberdarisegalasumberhukumyangmenjadidasarketertibanbaru di Indonesia. 

Proklamasi  merupakantingkatan penutup  perjuangan kemerdekaan

 yanghampir400 tahun bergolakdiIndonesia. 

 

B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila  

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila yang disusun 

oleh The Founding Father’s melalui siding-sidang BPUPKIyang kemudian ditetapkan 

oleh PPKI fungsi dan kedudukan bermacam-macam. Menurut Dardji 

Darmodihardjo kurang lebih ada delapan fungsi yang dimiliki oleh Pancasila, antara 

lain : 1) Sebagai dasar Negara, b) Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, c) 

Sebagai perjanjian luhur, 4) Sebagai sumber dari segala sumber hukum, 5) sebagai 

kepribadian bangsa, 6) sebagai falsafah bangsa Indonesia, 7) Sebagai cita-cita 
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bangsa Indonesia, 8) Sebagai alat pemersatu.Namun dari delapan fungsi tersebut 

dapat dipadatkan menjadi dua fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila yakni 

sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. 

 

1. Pancasila sebagai dasar Negara 

a. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara 

Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara ( 

Philosofis Grondslag) Republik Indonesia. Hal ini tersimpul dalam Pembukaan 

UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut : “maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social 

bagi seluruh rakyat Indonesia” 

Pengertian kata “dengan berdasarkan kepada….” secara yuridis 

mengandung makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar Negara 

(Kaelan,2014: 108) Meskipun tidak ada kata atau Istilah Pancasila yang kita 

temukan dalam Pembukaan  UUD 1945, namun secara eksplisit anak kalimat 

yang berbunyi : “…..dengan berdasarkan kepada …..”ini memiliki makna dasar 

Negara Indonesia adalah Pancasila. Hal ini di dasarkan pada interpretasi 

historis sebagaimana yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar Negara 

Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. 

Hal ini juga di dasarkan pada saat sidang BPUPKI di mana oleh Ketua 

lembaga tersebut meminta kepada anggota untuk menyusun atau 

merumuskan dasar-dasar yang akan dipakai sebagai dasar negara yang akan 

didirikan. Oleh karana itu fungsi pokok Pancasila itu adalah sebagai dasar 

Negara Republik Indonesia.Hal ini juga di dasarkan pada ketetapan MPRS 

No.XX/MPRS/1966.Di dalam ketetapan MPRS tersebut dijelaskan bahwa 

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib 

hukum.Dan lebih lanjut diijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib 
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hukum  hakikatnya adalah pandangan hidup , kesadaran dan cita-cita hukum 

serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa 

Indonesia.  

Pada tahun 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi 

Presidennomor12Tahun1968yangmenegaskantentangrumusanPancasilayang 

benardan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar Negara danideologi 

negara.DitegaskanpuladidalamKetetapanMPRNo.XVIII/MPR/1998tentangpencab

utanKetetapanMPRRINomorII/MPR/1978

 tentangPedomanPenghayatandan Pengamalan 

PancasiladanpenetapantentangPenegasanPancasilasebagaidasarNegara 

dinyatakanbahwa  PancasilasebagaimanadimaksuddalamPembukaan 

UUD1945adalahDasarNegaradariNegaraKesatuanRepublik  Indonesiaharus  

dilaksanakan  secara  konsisten  dalam 

kehidupanbernegara.Catatandaririsalah/penjelasanyangmerupakanbagian tak 

terpisahkan dariketetapantersebut menyatakan bahwadasar negara yang 

dimaksuddalam ketetapan  ini di dalamnya 

mengandungmaknasebagaiideologinasionalsebagaicita-citadantujuannasional. 

Ketentuan-ketentuandiatasdapatdirujuksebagaidasarhukumbahwa 

pancasilaberkedudukan sebagai dasar negara dan ideologinegara. Pancasila 

sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasarfilosofis untukmenata dan mengatur 

penyelenggaraan negara. Hal tersebut  dapatdijabarkan  bahwa  sebagai  dasar  

negara  berarti Pancasila dijadikansebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, 

sebagaidasar dalampengaturan dan sistem  pemerintahan negara, serta 

merupakan sumberhukum dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.SemenatarsebagaiideologinasionaldariNegaraKesatuan 

RepublikIndonesiaPancasilamemilikifungsisebagaitujuanataucita-

citadaribangsaIndonesiasertasebagaisaranapemersatubangsa. 

 

 

b. Konsep Pancasila sebagai dasar Negara 

Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara sering disebut sebagai 
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dasar falsafah negara (philosofishe gronslag), dari Negara, ideology Negara 

(staatidee)dalam pengertian ini Pancasila merupakan nilai dasar serta norma 

dasar untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila 

merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. hal ini 

mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan 

Negara terutama segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dan 

diberpedoman dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karennya Pancasila merupakan 

sumber dari segala sumber hukum. 

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang 

meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hokum, sehingga merupakan sumber 

nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara ban menguasai 

hokum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukan 

sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 

Sebagai sumber segala sumber hokum atau sumber tertib hokum Indonesia, 

pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yakni di dalam Pembukaan 

UUD 1945 yang kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam 

Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 

1945 dan akhirnya dikonkritkan  ke dalam pasal-pasal UUD 1945 serta 

penjabarannya. 

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Pancasila sebagai dasar Negara adalah sumber dari segala sumber 

hukum(sumber tertib hukum) Indonesia 

2) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 

3) Mewujudkan cita-cita hokum bagi hokum dasar Negara baik tertulis 

maupun tidak tertulis 

4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar 

memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara 

Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur 

5) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara 

Negara, dan para pelaksana pemerintahan. 
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c. Nilai-nilaiPancasilasebagaidasarnegara 

Pancasilasebagaiideologiataupandanganhidupberisikonsepdasarmengen

aikehidupanyangdicita-citakanolehbangsaIndonesia.Di  dalamnyaberisi  

ataumengandung  konsep  dasar  mengenaikehidupan yangdicita-citakan 

bangsa Indonesia dan terkandungpikiran serta gagasanyang mendasar 

mengenai kehidupan yang dianggapbaik, sesuaidengannilaiyang dimiliki.Nilai-

nilaitersebuttelah dimurnikan/dipadatkan dalamlima sila sebagai dasar 

filosofis negara. Dengan demikian sebagai ideologiatau pandangan 

hidupPancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilaiyangdimiliki 

danbersumberdarikehidupanbangsaIndonesia. 

Nilai-nilaidasardalamPancasilatersebutmerupakannilai-nilaiyang 

fundamentalbagibangsadannegara.Nilai-nilaidasartersebutadalah: 

1.KetuhananYangMahaEsa 
 

NilaiKetuhananYangMahaEsamengandungartikeyakinandan 

pengakuanyangdiekspresikandalambentukperbuatanterhadapZat 

yangMaha Tunggal tiada duanya. Yang 

sempurnasebagaipenyebabpertama(KausaPrima).EkspresidarinilaiKetuhana

nYang Maha  Esa,  menuntutmanusia  Indonesia  untuk  bersikap  hidup, 

berpandanganhidup“taat”dan“taklim“kepadaTuhandengandibimbing 

olehajaran-ajaranNya.Taatmengandungmaknasetia,menurutapa, 

yangdiperintahkandanhormat/cintakepadaTuhan.Sedangkantaklim 

mengandungmaknamemuliakanTuhanmemandangTuhanteragung, 

memandangTuhantertinggi,memandangTuhanterluhur. 

Nilai KetuhananYang  Maha  Esa  memeberikan  kebebasan 

kepadasetiap orang untuk memeluk  agama  sesuai  dengan  

keyakinannya. Tidak seorangpun dapat memaksa orang atau kelompok lain 

untuk memeluk agama tertentu. Bahkan  negara sekalipun tidak dapat 

memaksakan kehendaknya agar seseorang memeluk agama 

tertentu.Supaya kehidupan masyarakat yang berbeda keyakinan dan 

agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis, maka 

antarpemelukagamayangberbeda-beda ituharussalinghormat-
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menghormatidanbekerjasama satu sama lain. 

 
2.NilaiKemanusiaanyangadildanberadab 

 
NilaiKemanusiaanyang adildan beradabmengandungmakna: kesadaran 

sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moraldalam 

hidupbersamaatasdasartuntutanmutlakhatinuranidengan 

memperlakukansesuatuhalsebagaimanamestinya. 

Yang perludiperhatikan  dan  merupakan  dasar  hubungan 

sesamaumatmanusiadalammewujudkannilaikemanusiaanyangadildan 

beradabadalah,pengakuanhakasasimanusia.Manusiaharusdiakuidandiperla

kukansesuaidenganharkatdanmartabatnyasesuaidenganmahlukTuhanYang 

MahaEsayangsamaderajatnya,yangsamahakdankewajibanasasinya.Untukit

uperludikembangkanjuga sikap salingmencintaisesama manusia, sikap 

tenggang rasa atautepaslira. 

 
3.NilaiPersatuanIndonesia 

 
Nilai   Persatuan  Indonesia  mengandung artiusaha kearah 

bersatudalamkebulatanrakyatuntukmembinanasionalismedalamnegara  

Indonesia.  Nilai  persatuan  Indonesia  yang  demikian  inimerupakan 

suatuproses untuk menuju terwujudnya 

nasionalisme.Denganmodaldasarnilaipersatuan,semuawarganegaraIndones

ia baikyangaslimaupunketuruanasingdandarimacam-macamsukubangsa 

dapat menjalinkerjasama yang erat dal;am wujud 

gotongroyong,kebersamaan. 

Nilaipersatuanterkandungadanyaperbedaan-perbedaanyang biasa 

terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik ituperbedaan 

bahasa,kebudayaan,adat-istiadat,agama,maupunsuku. Perbedaan-

perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih,tetapi justru 

menjadidayatarikke arahkerjasama, kearah resultante/sintesa

 yanglebihharmonis.Hal inisesuaidengan 

semboyan“BhinekaTunggalIka”. 

 
4.  NilaiKerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam 
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permusyawaratan/perwakilan 

 Nilaisilakeempatmengandungmakna:suatu 

pemerintahanrakyatdengancaramelaluibadan-

badantertentuyangdalamuntukmufakat,ataskebenarandariTuhan,selarasde

nganakalsehat,serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa 

kemanusiaan demi tercapainyakebaikanhidupbersama. 

 Di dalampengambilankeputusanlewatmusyawarah/mufakatiniyang 

menjadiprioritasutamaadalah:“kualitas”itusendiri,yaituisi,bobotdariukurany

angdihasilkan.Meskipunusulanitudarigolonganmayoritas,tetapijika isidan 

bobotdari usulanitu tidak berkualitasmaka tidak bisaditerima. Sebaliknya, 

meskipun itu dari golongan minoritas namun isi danbobot usulan itu 

berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara sepertiiniyangdikehendaki 

 oleh  sistem Demokrasi  Pancasila”,  yaitu  demokrasi  yang  

dipimipin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.Karena titik beratnya  musyawarah  mufakat  

untuk  kepentingan  bersama,  maka demokrasi pancasila fahamnya adalah 

kekeluargaan,kebersamaan. 

Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi pancasila 

mengandungmuatan 

prinsipdasarmekanismedemokrasi,diantarnyaialah:(1)Berpahamnegarahuk

um;(2)Berpahamkonstitusionalisme; (3) Supermasi 

ditanganMPR;(4)pemerintahanyangbertanggungjawab;(5)Pemerintahberda

sarkanperwakilan;(6)Sistem 

pemerintahanbersifatpresidensial;(7)Tidakmengenalmayoritasdanminorita

s. 

 
 

5.NilaiKeadilanSosialBagiSeluruhRakyatIndonesia 
 

Maknayangterkandungdidalamsilakelimainiadalahsebagai 

berikut:Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah 

batiniah,yangsetiapwarganegaramendapatkansegalasesuatuyangtelah 

menjadihaknyasesuai  denganesensiadildanberadab.Silakeadilan social 
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bagi seluruh   rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanannya  adalah  

bahwa  setiap  warga  harus  mengembangkan sikap   adil  terhadap  

sesama,  menjaga  keseimbangan, keserasian,keselarasan antara hak dan 

kewajiban serta menghormati hak-hak oranglain. 

Disamping ituwajib melaksanakan juga keadilan komulatif 

(keadilanantarWNIdenganWNI):keadilanlegal/taat(taatatauloyal 

terhadapnegara);dankeadilandistributif(keadilanmembagisebagai 

kewajibannegarakepadaWNI).Semuakeadilaniniperludiwujudkandalamke

hidupanbermasyarakatberbangsadanbernegara. 

Perlujuga dipupuk sikapsolider,bekerjasamadengan 

sesamanya,membukadiribagikepentinganbersamamerupakansifat-sifat 

perilakudalamkeadilansosialyangharusdijunjungtinggi. 

 

d. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara 

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung konsekuensi 

bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus di dasarkan pada 

Pancasila.Hal ini mengandung maksud bahwa setiap penyelenggaraaan negara 

mulai dari pusat sampai di tingkat desa maupun RT harus sesuai dan 

berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila.Setiap 

sikap dan tingkah laku para penyelenggara Negara, penyelenggara 

pemerintahanmaupun warga negara harus berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila.Sehingga semua penyelenggaraan kehidupan bernegara harus 

dilakukan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila.Notonagoro 

mendeskripsikan bahwa pengamalan (realisasi) Pancasila sebagai dasar negara 

adalah merupakan suatu realisasi atau pengamalan Pancasila yang bersifat 

obyektif. 

Bentuk wujud pengamalan Pancasila dalam fungsi dan kedudukannya 

sebagai dasar negara atau pengamalam obyektif Pancasila adalah melalui UUD 

1945 sebagai hukum dasar tertinggi.Hal ini mengandung arti bahwa dalam 

penyelenggaraan kehidupan bernegara harus selalu sesuai dan bersumberpada 

UUD 1945. 
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Namun demikia implementasi Pancasila secara obyektif dalam 

kenegaraan mustahil akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh 

realisasi Pancasila subyektif. Pengamalan Pancasila obyektif merupakan 

pengamalan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara dengan selalu patuh 

pada aturan main yang ada baik oleh penyelenggara negara, warga negara 

maupun penyelenggara pemerintahan.Pengamalan Pancasila subyektif 

merupakan pengamalan yang dilakukan oleh setiap individu warga negara, 

penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang didasarkan pada 

nilai moral masyarakat atau bangsa.Oleh karenanya dalam kaitan ini 

Notonagoro mengatakan pelaksanaan Pancasila subyektif merupakan 

persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila obyektif. Lebih lanjut 

dikatakan pelaksanaan Pancasila obyektifakan gagal bilamana tidak didukung 

oleh realisasi pelaksanaan Pancasila subyektif baik oleh setiap warga, terlebih-

lebih oleh setiap penyelenggara Negara serta penyelenggara pemerintahan. 

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pelaksanaan Pancasila Obyektif akan 

dapat terlaksana dengan baik manakala ada sinergi antara kesadaran wajib 

hukum dan kesadaran wajib moral.  

Sebagai mahluk sosial, manusia  cederung hidup berkelompok, bersuku -

suku, berbangsa-bangsa. Hal ini dilakukan untuk menjalin suatu hubungan 

yang harmonis.Untuk hubungan yang harmonis inilah maka manusia harus 

meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan interaktif dengan 

sesama.Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib 

moral yang harus ada pada setiap warga negara.Dalam kehidupan kenegaraan 

sebagai lembaga kehidupan kemasyarakatanhukum, ikatan kebersamaan 

dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif 

sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas 

kewajiban moral,melainkan juga meliputi wajib hukum. 

Realisasi Pancasila sebagai dasar Negara mewajibkan adanya sinergisitas 

antara kesadaran wajib moral dan kesadaran wajib hukum.Pengalaman selama 

ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan 

dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara negara 
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merupakan bukti tidak adanya keseimbangan dalam pelaksanaan 

Pancasila.Padahal di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa 

UUD harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan 

penyelenggara negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti 

kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur.Hal ini 

menunnjukan pada kita semua bahwa dalam realisasi Pancasila dealam segala 

aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan moralitas para 

penyelenggara negaranya. 

 

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

a. Pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

Sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai 

kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang 

dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur  adalah merupakan 

suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar 

dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam 

hidupnya. 

Pandangan hidup yang merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur 

tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu 

sendiri.Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk 

menata kehidupan pribadi maupun dalam melakukan interaksi antar manusia 

dalam kehdiupan bermasyarakat serta melakukan hubungan dengan alam 

sekitarnya. 

 

Sebagai mahluk sosial manusia cenderung melakukan hubungan dengan 

orang lain, karena manusia tidak mungkin dapat menjalankan hidupnya seorang 

diri. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki manusia senantiasa 

memerlukan orang lain. Untuk itulah manusia senantiasa hidup sebagai bagian 

dari lingkungan social yang lebih luas.Mulai dari laingkungan yang paling kecil 

yaitu keluarga, berkembang ke lingkungan yang lebih besar yaitu lingkungan 

masyarakat, kemudian berkembang lebih besar lagi menjadi bangsa dan 
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Negara.Lembaga-lembaga inilah yang merupakan lingkungan utama yang dapat 

dipergunakan menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya.Pada akhirnya 

dalam kehidupan bersama dalah suatu Negara dibutuhkan adanya tekad 

kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapai bersama yang bersumber pada 

pandangan hidup tersebut. 

Dalam pengertian tersebut itulah maka proses perumusan pandangan 

hidup mayarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa 

dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi 

pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut sebagai 

ideology bangsa, dan pandangan hidup Negara dapat juga disebut sebagai 

ideology Negara (Kaelan, 2014 : 103) 

Antara pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup bangsa 

memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.Pandangan hidup pribadi akan 

menjadi pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup masyarakat akan 

berkembang menjadi pandangan hidup bangsa. Atau dengan kata lain pandangan 

hidup bangsa diproyeksikan dari pandangan hidup masyarakat dan pandangan 

hidup masyarakat tercermin dari sikap hidup masing-masing pribadi warganya. 

Dengan demikian dalam Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai 

pandangan hidupnya, maka pandangan hidup masyarakat tercermin dalam 

kehidupan negara yang dalam hal ini yakni Pemerintah terikat kewajiban secara 

konstitusional. Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara senantiasa 

menjaga dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang 

teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo, 1996 : 35) 

Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, 

nilai-nilainya telah hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai 

tersebut tercermin dalam adat isitiadat, budaya serta agama-agama yang 

dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang 

ada pada masyarakat Indonesia tersebut itulah kemudian menjelma  menjadi 

pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman 

kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Hal ini terus berlanjut seiring dengan perjalan 

waktu diteruskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu diangkat dan 
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dirumuskan oleh para pendiri negara melalui siding-sidang yang dilakukan 

BPUPKI, serta diputuskan oleh PPKI menjadi dasar Negara Republik Indonesia. 

Dalam pengertian iniliah Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus 

sebagai Ideologi Negara. 

Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, mengandung arti 

bahwa dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia sudah memiliki suatu 

pandangan hidup bersama yang bersumber pada adat istiadat, budaya serta nilai-

nilai agamanya. Dengan pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia 

akan dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, dan 

dengan pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu 

memandang dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada secara tepat. 

Dengan pandangan hidup yang jelas bangsa Indonesia akan memiliki pegangan 

dan pedoman dalam melihat dan menyelesaikan bergabagai persoalan yang 

muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga 

tidak akan mudah terombang-ambingkan dalam pergaulan dunia. 

Sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai 

yang dimiliki masyarakatnya baik dalam adat istiadat, budaya serta religius, maka 

Pancasila harus menjadi asas pemersatu bangsa yang masyarakatnya ber-

Bhinneka Tunggal Ika .Oleh karenanya Pancasila yang merupakan cita-cita moral 

bangsa hendaknya selalu menjadi pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa 

Indonesia untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan 

bernegara. 

 

b. Implementasi Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau oleh Notonagoro disebut 

sebagai pelaksanaan Pancasila secara subyektif adalah pelaksanaan Pancasila 

oleh setiap pribadi perseorangan, setiap warga Negara, setiap individu, setiap 

penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini 

sangat berkaitan dengan kesadaran, kesiapan serta ketaatan individu untuk 

melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara sehari-hari.Dalam pengertian ini pelaksanaan Pancasila secara 
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subyektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan kesadaran wajib hukum telah 

terpadu menjadi kesadaran wajib moral.Atau dengan kata lain bahwa setiap 

individu wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang 

terkadung di dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak saja menimbulkan akibat 

hukum,  tetapi juga mengakibatkan adanya akibat moral. Dalam pengertian inilah 

sikap dan tingkah laku konkrit individu sebagai realisasi Pancasila secara subyektif 

disebut Moral Pancasila.Aktualisasi Pancasila yang bersifat subyektif sangat 

berkait dengan kondisi obyektif yakni berkait dengan norma-norma moral itu 

sendiri. 

Bilamana nilai-nilai Pancasila secara subyektif telah dipahami, dihayati dan 

diinternalisasi dalam diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah 

memiliki moral pandangan hidup. Manakala hal ini dapat berlangsung terus 

menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar 

telah mempribadi dan menyatu raga dalam diri seseorang dalam arti telah 

terinternalisasi dalam hati sanubari setiap warga bangsa Indonesia, maka hal ini 

dikatakan bahwa Pancasila telah menjadi kepribadian setiap warga bangsa, yang 

akhirnya akan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada 

akhirnya bangsa Indonesia memiliki suatu kepribadian sendiri atau memiliki ciri 

khas ( karakter ) sendiri,yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. 

Suatu bangsa sangat perlu memiliki pandangan hidup yang mantap dan 

diyakini akan kebenarannya.Dengan memiliki pandangan hidup yang mantap 

maka suatu bangsa akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan 

yang ingin dicapainya. Sekaligus pula dapat mengetahui posisi serta 

keberadaannya. Dengan demikian bangsa yang bersangkutan  akan dapat 

menentukan sikap maupun tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sementara 

dengan pandangan hidup yang diyakini akan kebenarannya, suatu bangsa akan 

dapat memandang dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapi secara 

tepat. Karena dengan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya, suatu 

bangsa memiliki pedoman dan pegangan yang kuat sihingga bangsa tersebut 

tidak akan mudah terombang-ambing dalam melakukan hubungan dengan 
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bangsa-bangsa lain.  

 

3. Implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan 

Pebangunan yang merupakan realisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan 

seluruh warga Negara harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subyek 

pembangunan. Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk “monodualis” 

bahkan Notonagoro mengatakan manusia sebagai makhluk “monopluralis” karena 

dari unsur kodrat manusia adalah mahluk yang terdiri atas “jasmani-rokhani”, dari 

sifat kodrat manusia sebagai mahluk “individu-sosial” dan kedudukan kodrat 

manusia adalah mahluk “pribadi—makhluk Tuhan Yang Maha Esa” oleh karenanya 

hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan. 

a. Implementasi Pancasila dalam bidang politik 

Pembangunan yang dilakukan dalam bidang politik harus dikembangkan 

dengan mendasarkan pada hakikat manusia.Hal ini di dasarkan pada kenyataan 

obyektif bahwa manusia merupakan subyek pembangunan.Oleh karenanya 

kehidupan politik dalam Negara harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan 

dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia. 

Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak asasi 

manusia (HAM). Hal ini dilakukan sebagai perwujudan akan harkat dan 

martabat kemanusiaan. Untuk itu sistem politik negara harus mampu 

menciptakan sistem yang menjamin terselenggaranya hak asasi manusia. 

Dalam system politik Negara juga harus mendasarkan pada kekuasaan 

yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu-

sosial.Manusia-manusia ini terjelma sebagai rakyat Indonesia, maka Negara 

harus mendasarkan kekuasaan yang didapat dari rakyat untuk rakyat.Maka 

rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Oleh karena itu kekuasaan 

Negara (politik negara) harus di dasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan 

kelompok  atauperseorangan. 

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulann bahwa pembangunan politik 

Negara harus di dasarkan pada moralitas bangsa yang terkandung di dalam 

nilai-nilai Pancasila sehingga praktik politik  dapat berjalan dengan baik dan 
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benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pendiri Negara ini. Praktik-praktik 

politik yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan dengan memfitnah, 

mengadu domba serta memprovokasi rakyat yang tidak berdosa harus segera 

diakhiri. 

 

b. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi 

Di bidang ekonomi perlu dikembangkan sistem ekonomi yang 

mendasarkan pada moralitas yang berkemanusian dan ber-Ketuhanan.Dalam 

realitas yang ada sekarang pengembangan eknomi cenderung mengarah pada 

persaingan bebas.Yang terjadi kemudian adalah siapa yang kuat dialah yang 

menang.Siapa yang memiliki modal besar dialah yang dapat menguasai 

pasar.Akhirnya ekonomi menjadi dkonomi kapitalis.Oleh karena itu sangat 

penting dan mendesak dikembangkan sistem ekonomi yang dapat 

mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Hal ini akan dapat terwujud 

manakala ekonomi yang dikembangkan mendasarkan pada moralitas 

humanistik atau ekonomi yang berkemanusiaan.  

Atas dasar itulah Mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi 

kerakyatan.Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan bukan saja 

ditujukan demi mengejar pertumbuhan, tetapi juga dilakukan demi 

kesejahteraan seluruh rakyat.Untuk itu Indonesia mendasarkan ekonominya 

pada kekeluargaan. Sebenarnya ekonomi tidak bis dipisahkan dari nilai-nilai 

kemanusiaan. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu 

sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar manusia akan 

menjadi lebih sejahtera.Oleh karena itu ekonomi harus mendasarkan pada 

kemanusiaan demi kesejateraan selujruh bangsa. 

 

c. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial-budaya 

Sosial budaya harus dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai yang 

dimiliki mayarakatnya. Pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia 

harus bersumberkan pada  nilai-nilai Pancasila.Nilai-nilai Pancasila pada 

hakikatnya bersifat humanistic, maksudnya nilai-nilai Pancasila bersumber dari 
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nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 

yang berbudaya.Hal ini tercermin dalam Sila kedua Pancasila yaitu 

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”.Pancasila merupakan sumber normatif 

bagi peningkatan nilai kemanusiaan pada bidang sosial budaya.Sebagai 

kerangka membangun kesadaran, nilai-nilai Pancasila dapat merupakan 

dorongan motivasi untuk : (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol 

kedaerahan dari ketrikatan kultur, dan (2) transendentalisasi, yaitu 

meningkatkan derajad kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan 

demikian proses humanisasi universal akanmampu mengatasi terjadinya 

dehumanisasi dan sekaligus terjadi aktualisasi nilai demi kepentingan kelompok 

sosial sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab. 

Di era sekarang ini ada kecenderungan masyarakat semakin jauh dari 

nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.Akibat dari terjadinya perbenturan 

kepentingan politik yang dilakukan elit-elit politik, masyarakat yang menjadi 

korbannya.Masyarakat sebagai elemen infra struktur politik serigkali melakukan 

aksi yang tidak beradab.Namun justru memperoleh apresiasi dari elit politik 

demi kepentingannya.Di samping itu ada kecenderungan semakin 

meningkatnya fanatisme kedaerahan, yang mengakibatkan lumpuhnya 

keberadaban masyarakat.Untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk 

mengembangkan aspek sosial budaya yang di dasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila. 

 

d. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan 

Demi tegaknya hak-hak warga negara, perlu adanya peraturan 

perundang-undangan baik untuk mengatur ketertiban umum maupun dalam 

rangka melindungi hak-hak warga negaranya.Negara bertujuan melindungi 

seluruh rakyat dan wilayahnya.Untuk itu maka keamanan merupakan syarat 

bagi terciptanya kesejahteraan sosial.Sementara untuk menjaga dan 

mempertahankan kelangsungan hidup dan intgritas suatu Negara, diperlukan 

pertahanan Negara.untuk itu semua diperlukan aparat keamanan dan aparat 

penegak hukum Negara. 
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Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada 

hakikat nilai kemanusiaan monopluralisme, maka perahanan dan keamanan 

negara harus dikembalikan kepada tercapainya harkat dan martabat manusia 

sebagai pendukung utama negara.dasar-dasar kemanusiaan yang beradab 

merupakan basis moral pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian 

pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan untuk 

terjaminnya harkat dan martabat manusia, yakni terjaminnya hak asasi 

manusia. 

Pada prinsipnya pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan 

berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi 

tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa (sila I dan II) 

2)  Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi 

kepentingan warga dalam seluruh wilayah Indonesia (sila III) 

3) Pertahan dan keamanan harus mampu mnjamin hak-hak dasar, persamaan 

derajad serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) 

4) Pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya 
keadilan dalam hidup masyarakat (sila V) 
 

 
 
SOAL-SOALLATIHAN 

 Pilihlah jawaban yang paling benar dari alternatif jawaban yang tersedia 

1. Di dalam UUD 1945 tidak ada satu katapun secara tegas atau eksplisit menyebutkan 

istilah Pancasila. Kita dapat mengetahui Pancasila sebagai dasar negara adalah melalui 

…. 

a. Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga 

b. Pokok pikiran UUD yang ada pada penjelasan UUD 1945 

c. Hasil rapat PPKI tanggal 17 Agustus 1945 

d. Permintaan Radjimaan Widiodiningrat selaku ketua BPUPKI yang disampaikan pada 

sidang BPUPKI  
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2. Ada beberapa fungsi yang dimiliki Pancasila. Dari fungsi-fungsi tersebut ada dua fungsi 

pokok Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di bawah ini 

yang merupakan Pancasila sebagai dasar Negara, adalah …. 

a. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat 

b. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman di dalam menghayati Pancasila yang 

benar 

c. Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan dalam membuat peraturan desa 

d. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia 

3. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalamfungsinya sebagai 

pandangan hidup bangsa, antara lain…. 

a. Sebagai pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang ada 

b. Sebagai sumber dalam mengatur dan menyelenggarakan Negara 

c. Sebagai sumber dalam membentuk lembaga-lembaga Negara 

d. Sebagai pedoman dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat 

4. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara bersifat obyektif, maksudnya…. 

a. Sebagai dasar negara bila dilanggar dapat menimbulkan adanya sanksi hukum 

b. Sebagai dasar negara meskipun di langgar tidak menimbulkan sanksi hukum 

c. Sebagai dasar negara bila dilanggar menimbulkan sanksi moral 

d. Nilai-nilainya bersumber pada adat, agama serta kebiasaan suku-suku mayoritas yang 

ada di Indonesia 

5. Nilai-nilai Pancasila memiliki susunan yang “hierarkhis-sistematis Piramidal”, maksudnya 

adalah ….  

a. Susunan sila-sila Pancasila tidak boleh di balik 

b. Pengucapannya tidak boleh keliru 

c. Kelima sila merupakan satu kesatuan 

d. Kelima sila memiliki hubungan yang erat 

6. Yang merupakan bentuk pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut 

ini…. 

a. Mengajarkan agama kita kepada orang yang berbeda agama 

b. Mengucap syukur atas karunia-Nya setiap selesai melakukan kegiatan 

c. Ikut serta dalam upacara keagamaan yang dilakukan pemeluk agama lain sebagai 

bentuk penghormatan kepada pemeluk agama yang berbeda  
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d. Memaksa agar anggota keluarga memeluk agama sesuai keyakinan kita 

 

7. Menurut Alfian, suatu dasar negara akan kuat dan bertahan jika memiliki nilai realistik, 

idealistik dan fleksibilitas. Yang dimaksudkan realistic di sini, adalah …. 

a. Berasal dari masyarakatnya 

b. Dapat diwujudkan 

c. Sesuai dengan kondisi masyarakatnya 

d. Tidak menghayal 
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